
 

 
 
 

 
 

KEPUTUSAN  

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  ACEH 

NOMOR 25/KU.03.2/11/2022 

TENTANG 

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  

PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH 

 

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, 

 

 

Menimbang   : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman 

Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern 

atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk 

mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan 

Semester II tahun 2021; 

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, 

Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Pusat, wajib dilakukan oleh 

Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan 

Laporan Keuangan; 

  c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan 

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib 

menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi untuk 

menghasilkan Laporan Keuangan; 

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada 

huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim 

Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas 

Pelaporan Keuangan; 

e. bahwa . . . 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan 

Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan 

Aceh tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai 

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada 

Komisi Independen Pemilihan Aceh; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400);  

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6735); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan . . . 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6267); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 2158); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 

tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu 

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 193); 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236); 

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum; 

 

Memperhatikan :  Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

Komisi Independen Pemilihan Aceh Bagian Anggaran 

076 Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-

076.01.2.654289/2022 tanggal 17 November 2021; 

 

MEMUTUSKAN . . . 
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                        MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN 

PEMILIHAN ACEH TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM 

PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN 

KEUANGAN PADA KOMISI INDPENDEN PEMILIHAN ACEH. 

KESATU  : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian 

Intern atas Pelaporan Keuangan dengan susunan 

kedudukan dalam Tim sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA  : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 

a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian 

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan; 

b. Melakukan pengujian dan penilaian pengendalian 

tingkat entitas; 

c. Melakukan pengujian dan penilaian tingkat 

proses/transaksi; 

d. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan; 

e. Laporan penilaian Pengendalian Intern atas 

Pelaporan Keuangan disampaikan paling lambat 1 

(satu)  bulan  sebelum batas akhir penyusunan Laporan 

Keuangan; 

f. Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan 

pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara 

Semesteran dan Tahunan; 

g. Menyusun Laporan Hasil Penilaian Pengendalian 

Intern atas Pelaporan Keuangan; 

h. Menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Pengendalian 

Intern atas Pelaporan Keuangan kepada pimpinan 

entitas akuntansi dan Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah; 

i. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka 

menyusun laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan 

Keuangan; 

j. Melakukan monitoring  Laporan Keuangan Tingkat 

Satuan Kerja yang diterima dari Satker Komisi  

Independen . . . 
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